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SURAT TUGAS 

Nomor : 668/DJMT/ST.KP7.1/XII/2025 
 
 

 
Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada 

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 
Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025. 

 
Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Desember 2025 
 

 

Menimbang : Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Evaluasi Kinerja 
Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan 
Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 11 Desember 2026, 
maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Nilai Kinerja 
Anggaran (NKA) ke Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja yang 
masih rendah. 

Dasar : Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1573/DJMT.1 
/KU1.2/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal 
Monitoring dan Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA). 

 
Memberi Tugas 

 
Kepada : 1. Sodikin, S.E., S.H., M.H./ 197605112002121003, 

Pembina Utama Muda (IV/c), Sekretaris Direktorat 
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata 
Usaha Negara; 

  2. Victor Albadi`U Ratib, S.H./ 199611022019031005, 
Penata (III/c), Kasubbag Akuntansi Sekretariat. 

Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Nilai Kinerja 
Anggaran bertempat di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 s.d. 
20 Desember 2025; 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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